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BUPATI REJANG LEBONG 
PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG 
NOMOR JI TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI RE.JANG LEBONG NOMOR 36 
TAHUN 2016 TENTANG lNDIKATOR K!NERJA UTAMA DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2016-2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI REJANG LEBONG, 

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum 
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan 
Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator 
kinerja utarna untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan evaluasi dari Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi, serta basil evaluasi atas akuntabilitas kinerja 
instansi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, maka 
Peraturan Bupati Rejang Nomor 36 Tahun 2016 tentang 
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 - 2021, 
perlu diubah untuk disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Rejang Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang 
lndikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016- 2021. 

l. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 



' ,\ 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

4 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
4421); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Repubiik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan 
Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2854); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4815); 

9. Peraturan Peroerintah Noroor 12 Tahun 2017 ten tang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 ten tang 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman 
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di 
Lingkungan Instansi Pemerintah; 

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang 
Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 
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Menetapkan 

' 14. Peraturan Menteri Dal.am Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republilc Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3112); 

16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Rejang Lebong Tahun 2016-2021 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 
(Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 
2017 Nomor 130); 

17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten 
Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran 
Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 
133). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 36 TAHUN 
2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 
2016- 2021 

Pasal I 

Seberapa ketentuan dalarn Lampiran Peraturan Supati Rejang Lebong Nomor 36 
Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 - 2021 (Serita Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong Tahun 2016 Nomor 381), diubah sebagaimana tercantum dalam 
Larnpiran Peraturan Supati ini. 
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Pasalll 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya datam Serita Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 

Diundangkan di Curup 
1 Pada tanggal ~ ~kmoer 2019 

SDAERAH 
ANGLEBONG 

, 

H. R. A. DENNI 

Ditetapkan di Curup 
Pada tanggal ;,.8 ~P~"'btr 2019 

BUPATI REJANG LEBONG, 

H. AH.MAD I 

BERlTA DAE:RAH KABUPATEN REJANG LEBONO TAHUN 2019 NOMOR 5({0 
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No. Sasanu1 Strate-* 
J • 
l Menin.gkatnyajangkauan dan mut.u 

la.ya.nan kesehatan yang mera ta dan adil 
\Jntuk semua lapisan masyarakat 

~ Meningkatnyajangkauan dan mutu 
la.yruua.n pendidike.n yang me.rata dan ad.it 
untuk ..emua Japi$.Wl ma.syarakat 

3 Mcningkatnya Pemberdaya.an ekonomi 
r,Jcyat berbasis keunggulan lokal. 

4 Meningkatnya peroenuhan akses 
ma"Yru'akat terhad.tp infrastruktur 
pena.nian dan petk.ebunan. 

s Me.ningkatnya peman(aalall d.an 
pengefolaa.n sumber daya a\run ba.gi 

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI REJANG L£BONG 
Nomor ? f Tahun 2019 
Tanggal ,a ~/-tmear 2019 

INDIKATOR KJNERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2016. 2021 

lnd lkat or Kio"-"* Pente:tasan/Formu~i Pen2b1tuJ:12an Sumber Dat a Penan--~no- J awa.b 

• • • • 
Angka Usio Harapan Hidup Angka perkira..an lama hidup rata•rata Akta Kema.tia.n Dina& Kesehatan 

penduduk dengan asUJYlsi tidak ada Oinas 
perubaha.n pola mottalitas menurut umur Kt:pendudukan 

dan Cauuan Sipil 

UHU • 
L"Ml....,Umia:rmu.t(:d-""""'!8: 01",U,O lltfflf•#f•I 

/llm.lOIIO.-O.ftf)'llng•t11l~ 

Prevcl.len&i kekuranga.n ~ pada anak balita (%) lf1tnz::d11y.1 Hi£: o Ct.ti Klll"""-A X l OO% Profil Kesehatan Dinas Kesehatan 
}\lnlfll/1811.tktl. 

?revalenai stunting (pendek dan sa.n,ga.t pendek) pada. anak baduta/bawah Bll")"llkll)w:B11nto Sl'imr'!!ii r100% Profit Ke.,,hatan Dinas Kesehatan 
dua tahun (%\ )111111~ o~uro >'"l'l#.r4"A:11r 

Cakupan Desa yang mcncapai lJC[ {Universal Child Jmurtltttion) (%} J•m~/1(},{101110.u l(thrrc.ti.1111VCJ OO% 
JQIJMSfrurlU'IDu«~lill Kflll~JI z l 

Profil Kesehatan Oinas Ke$ehatan 

PeuentM-e De.sa/kelurahan yang belum memililci Sa.rana [{caehatan / W.11111 duoot~kthl'llrtJIOJlyO~ Profil Kcsehatan Dinas Ke.sehatan 
(pus tu/ po•k<:.de,) ♦<£1'" "M'!"W!ll'l'"fDSICffMC8' x100% 

/Ulllla.11 d'NO ct:O.ll kcllll'llMII 

Angka P,.'Utisipasi Kasar (APl<j PAUD (%) ll...,,.J;"-P114 J .... JW\k ' " Sadan Pu$at Dina• Pendidikan NA /P,.Wpo.11 ,a11,U :rl00% 
Stat.ietik dan Kebudayaan )1H1"1! en~ IUlo ♦•6 l<l-'IIU'I 

Angk.a Parti$lpasi murni (Af'M) SD(%) /wnWI t-l'.JWS "5(Q 7•\ll. 10 1111 JN144 /ffi,OJI.I Sb Badan Pusat Dinas Pendidikan 
/ !oll/,U.lmA JrlOO% 

Statistik dan Kebudayru,.a / 1111114'1,..lf.slli,,tl{,t:im~..,1111-1tlal!w11 

Angka Part:isipasi mumi (APM) SLTP (%J ~• r ... 111u,O: u •1~ 11111p&1u1.1 rll.Jll.<II .,., Sadan Pusat Oinas Pendidikan £ HI/PtHtlfA 
J\,1!IUAJ1""""-cl11kK•1971'1pqfrfflc u~i:Sralllffl ;dOO% Statistik dan Kebudayaan 

Pertumbuhan Ekonomi l'DA•,-l'ORll~••rt00% Sadan Pu.sat Bagian Administrasi 
P,tlflll , Sta.tistik Perekonom.ian 

Keterangan: 
PDRB t = PDRB ADHK pada suatu cl.bun 
PDRB t•l = DPRB ADHK pa da tahun 
sebo)umnya 

Kontribusi Sekt·or Pertartia.n/ Perkebunan Terhadap PDRB (%,} (ll • llall Ko11t 11,hrl 40TI Stkro,-,,n ..,,lc11/Ji~r'UN-- 00~ Sadan Pu$.At Dinas Pertanian 
/i.'<Nohro,r,o xl _, 

Statistik 
Peruntate panjangjalan us.a.ha rani da)am kondi$.i bi'.Uk ,._.111011/1 JollVI \1111,\;oi TO PII l\l~0.111 ,l(o~ Mfk DinaaP.ertan.ian Oinas Pcrtanian 

J1'ffll<III k 11//j/llJ)/Olt1J1 crsUMT•IUKtJNIIMIIUffl xtOO% 

Persentaa& Panjangjalan sentra produksi dalam kondisi baik 1'41'1lo~ £•l1111t,11rn1 ,.-o,111.Qt O:~i'.lall\Koll40:l ll•fk 
/PII0/1 N nj a :111 }"I~ Sf ll.UC l'l'-OC!.61<SC Kct dive;IIIUI. X 100% 

Dinas Pertainian Oinas Pertanian 

Pcrscntasc jaringan irigasi wcwenang kabupaten dafo.m kondisi baik 114.1ifrlllO,UK -. IO!P tft 
"100% Oina..s Pertanian ,uo.r tre.M J(QIUQlfJlffl N-runo.Uft Dinas Pertanian 

Persentas.e peningk.at~n p.oduksi Tanarnan Pangan dan hortikultura IJIIINII .. , ,-..ill' OINl!l.111 ,·....,U a ,• 
Dinas Pert.anian n,INolo.JirN 1011.:iinc l\Jl>on.rGft fll/1•11 

xlOO¾ Dinas ~ttaniM 
lnlll:all lmd11ksi'YMll.1no:,i 'IMll'l" T .. llll►t 

Perse.ntasc peningkatan produksi daging tcrnak 1,-,-1111r,..aus1~1"", rma., ·-·•"'•-
11 ■ml1111Pl"Gll11tdd ,M_ 1ort,u1J.•'J'.i11111 xtOOI)(. 
/11l'IU~ .. ,.ll111M~D1JOOl,tTtr.ntlk TGll.im,. , 

Dinas Pertanian Dinas Petta.nian 

• 
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/f Rata•Rata l.Ama TtnggaJ - .. ,. w urowMr "IIR • .... 11.,,_., rt000/4 Din as Poriwiaata Oina,s Pa.riwiaeta 
/11.-ilM.ll'l.r1l0.-11 

Pensentase peningkatan jumJ.ah wisa,tawa.n mancancgara (orann1 11 ., __ "";;,1t11u,111ra• .......... - Din as Pariwisaw Dinas Pari-wisota 
Of 11111lo,ll'•" •i,~--- ,. ,n.u.,,_...:~,.ot'A111111 ;,:100% 

{llfflJall1l'011u11,·;1;11H0&11U;114gcr .Jt'£llllll • ·• 

6 

7 

8 

Persentaae petiingkatan Jumlah Wlsatawan Nusantara (penahun) 

Menjngkatny$ Keaempatan ke1jayang ITingka.t Partisipasi Angka.um Kerja 
adil clan tl'ansparan, tenlt'ama bagi 
pc-nurunan angka pcnga.ngguran di 
kahtt1gan ,erdidJk mefaJ,.,,i pendjdikan dan 
pclatihan yang berorientasi pada pasar 
kerja 

Tingkat Pcnga.ngguran Ter-b-uka 

McV1Ujudbn pelestarian nilai - nila.i. IAngka krimi.nalitu 
agwna dan budaya dAlrun melandasi 
peJaksanaan pembangunan 

~rOY4'7'~1lJI 1 -
'11 ....Cl&fl WlS$t$Wll'.IINllflllll<="ra T<I.IIIIJII ftl xU)OC,6 

J,._rt,bOII WUlltllWM /lhuOllllll'"A 1"11/IJlft ••• 

,.._,11A~11>11ukA11,-11tuJCHl11. xlOO% 
/ 11,,.la/l,._.,ot111t'UtfMKq}U(U-64~111l) 

,,....-,,.,..,,.,,,UiarTll'r,l,11110 UJ(&1..,,tkcto.., K"J• lOO% 
Jl>nUIIA hfl~vdv• A.llf~ron .b, Jtl X 

firklCffMTricO'i~ -11r.r11r•-inT 
/,lnt.111/1 Ultlll.w4dr 

~x-10.000 

Dinas Pariwisata I Dinas Pari',),;S;).Ul 

Ba.dan Pusat 
Swti.stik 

Badan Pusat 
Stat:istik 

0-a.ta Ktiminalita.s 
Potres JU. 

Oin as Tenaga Kcrja 
dan Tra.n$1'rtlgrasi 

Dinas Tenaga Kerja 
dan Transqiigra.si 
Kc&aturu, Bangs.

dan Poli tile 

BPK BPKO 1'erwujudnya tat.a kelola pemerintahart Opini atas Japora.n keuangan Pemerintah Oaerah Pc.nilaian opini yang di kclua:rkan oleh BPK 
yang baik du, be-.rsih melalui rdonnasi: terhadao 1'1inor-.Ul keuangan daerah I I 

birokrasi. Njlai Evaluasi SAlC!P p.i~•· . . f '"'CCC:2c> --~ Penilaj0n do.ri I B•giM Admini~trasi I 
.. ~~::-.:..... .. __ ,.,...... Kementenan OrgALUS:1$1 

. _..__ - ~ ~-:;;;.J.;::J.¥., ?cndayagunaan 
1- .-- -~- --. ... - r. !::_~~-5.-- Apa.ratur Negara 

~ ... ..-.. ,--:~ ..... ; !=iE";.;::.,,_, ~ -~ dan Reforma&i i---~= .i:~:.~.e,i-!i§S~~~ Birot;:.~n~:':blik 

Nil.U EKPPD alas LKPJ 

. .:t~ -<=-..~-~ t·=~--~ ,=-=-~-=--:.::.~ ~}- :-: . : --=-- ---- -=-- -= =--•~·l·~=-=il====d 
Dinil.U oleh Kemcnteriru, Oalam Negeri 
Ditjen Otda 
pada saat ta.hun berikutnya,, dengan range : 
,<; 2,0000 : Rendah 
2,0001 •.d. 2,9999: Tinggi 
> 3,0000 : Sangat Ti.nggi 

Lapor8Jl Selurub 
OPDdalam 

Kabupaten Rajang 
LebongTahun 

2018 

Bagi.an Ad.minim'asi 
Pemerintahan 

9 IMcningkatnya kualicu pglayanan publik. IRAL4'.•re.ta Tndeks Kepuasan. Ma.syo.~ (TKM) pada ?elayanan Publik -· ,_,",;.,":...""':'~-- - -....:::...,. Survey lndeks 
Kepuasan 

Masyarakat 

Ba..gia.n Admin istrasi 
Organinsi 

---------o-- r ... --. •-r · -

OW1Aaa: =-··· -==-~··•U:11 
\ff>l.\lk _ _,,blJu,a, i11,..,,_..,. , ~ \ti'-:l"f' f'"liW""1 lKM ,ai•11 
_,,_ -:IS • 100 M.-kA "-""" l'...,;w..,. ._,_~I ,W.1..,. ~ .. ~ 

lhfle.u, mN ""'"'• ,s.4•11i"" "'-• •~ll•IJM MNN1 

:"""""~ .... ,-.. ,, ..... ~ I tM.,M OIIUt,o WHIN"M. .-,yv ._ ~ ~ .,.. • n..w.u. ~ 11':G,A,_,_ """' 
::..:1--1-,90~_,il ~~,!, ~ "=-i~~~ L • - '·'""·" "-•u•-~•"·L < . __ .t<•~"• . 

.11 a.n ~;,.n , ,:,.J• - 11.tt • ·--- on., ::i 
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KAsuso.,::;1 
5TAF - , 



/ 

IO Meningkatnya kinerja pemerintM.an Persentase pe.netnpatan ASN pemerintah Kabupaten b duarkan . 7 Do:ata Kepegaweian I BKPSDM 
melalui profesionalisme da.n ta.ta kelola kualifikasi pendiclikan er ,_,.,,,m,,-.,,r,...uwo11111ratte11.t1o'.lih

111 :dOO'A 
lrwomcrlntahan \'.WR baik:. JWl'r.tlA.SN 

11 Meningkatnyo. pemenuhan akses Rasio Etektrifikaai .... OPMPTSP DPM.PTSP 
"'" ma$yarakat t.e.rhad3p inftastruktur da.sar. 111n,i1111 n xl.00% 

t-

12 !Meningkatnya pertindungat1 dan 
pel-.yM-m $0.&ial bagi masyarakat seru 
perentuo.n dcsa. terlinggal. 

13 IMengurMgi r'e$.iko kt-rusakan 
Hngkungan. 

Pen.entase jalan kabupaten da.lam kondi•i ba.ik/sedang P11•tont f"'11n1to11wp,atm•a111 ... K.,..:tlrO•••JSn11M xlo:1'..' SI< Staros JaJa.o DPUPRPKP 
Tl>llll h"AIIIIUI 14141tJCcb_11p«.lfll 

Persenta..e rumah t.-.ngga berakte$ air berslh Ju• t11,11•-on•11 ... ,.0.,,utr1rr,,.t11 .rlOO'll!i f DPUPRPKP i DPUYKt'Kt' 
, .. ,..,~,i..-... 11i\r-ff4 

Petsentase rumah ta.ngga. betsanitasi 1wt11 ,,..,, 1111,e-11• ma u.1 - .u, xlOC13' 
/ - IO /l lb1ino)IT11N,•I 

Petscntase ling.kungan permukiman kumuh i..tiAll'ffl.,ll t.i aku_,,. xJOO'JC ., .. .....,. .... .....,,r...,.,11 
Angka Kemiskinan 1,11 .... 11111,..,11....,11> Ntttt11 •

1
~ 

J'•IIILlll ....... wtd' 

lode.ks Pembangun'1!1 Manusia 

Indcks Dcsa Memb4'11gun 

Jndeks. Kua.lit.as Air 

lndcks Kuo.lita.s Udara 

Persente.se: per,gelolaan sampah 

f:::.:.:. .. -• .... ,,. .. ... ....... _ ... _ 
... ::.!·r.==- ···- ·--·"---· .. _____ , ..... 
:.-.::~ ....... ............ _ -... ...._ ......... , ... .... ,, ______ ., ... 
~ - ·--·-·----

·- -· 1.......... --.;- -- ..= 1 .-.-.. I ·--·- 1--=~~ '~-1_: _ ,., ._ ..... 
" •-..... •• ,. """!~'?!:!.:::, 

11 ... ~ ..... _ , - • ....,,. ........ 
_;:..:,;,._:_:= n 3:.:,..-;-
·- -- ,,-;, ... - . - ----.•. -···· :;:.-;:.-,-.,:..] ·--~ - - "* .. -:-:-:::-: _ 

I !OM - £ CIICl.•U<~•IIC$J I ........ ... 
IOM• l(IQc:,\l)~~l,ffl 

UC!. ,. ~.!<.! ~tuflt .!'MJ, l.\N.~S"-!l ~) 
Ut< • ~.kl JS.tlllhJ.!l,AQ tl:OA9.m1 
ld • \l!!~l!UJ(.~ -1.aJ 

~~• ~ •T"t1u:1o tt~.Vtn.t r>~~!\t\~IIA.tu!.J. 
t . Ou.•~na,, 1.-UL"'-UI i s0..4')t 
a. ~kUl!lA,llll i-..o,•iu~so,:,99 
· • ~.&~- l ~ 0 ,S-.!t dJt!l <C G.107 
• · Q.r,,.fl!!ill' t "'0,107~SO,8t~ 
.s. D.t:'tA~!• ~ .rullt! : ►o,a-i,. 

Nllnt ,•~latlf - ~ ,,, 
Ruun.11« n-.Lvc.lci IP: 

• IP • J (C1/Lt,)!-,o- -.ee:(C,/L~}~.~«e 
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14 Meningkatnya penyeh:nggaraan Persentau d.eaa tangguh bencana di daerah zona merah (berisiko tinggi) l"'111MIIIH .. r....,e;wi•n1t- sl00'ii BPBD BPBO 
peoanggulangan bencana. r♦l&I fH&e llll ,...,., kff'M (On'd~Tlll,U I} 

Per111tntase $ekolah oman ~nco.na J- lo.\S.-hlo.\A-..1"'-'.IWI Zl001(, BPBD BPBD 
TM alSdllUII dlOfll'I r- ·u, .. .W"-'0 

15 Menlflg.katnya pemberday-&an. kualitas lndcks ~mbanguna.n gendt::r (IPOt IPG. ,rH l''"'"""'ifP'III" Bad.an Pu.sat DP3A&KB 
kehidupan serta perUndungan lrk WJ-f,al Statistik 
pcrempuW1 da.n anak untuk me.nunjang KlHifikasi JPG adaJah: 
ketahanan keluarga. J. JPC < 100, eapaian perempuan < capnian 

laki·laki 
2. JPO • 100, u.pAian peremp'-lt.n • capaian 

lndeks hn:.bcrdayoan Gender {1001 Ra.ta♦rata dari : Badon Pusat DP3A&KB 
1. Propor.si kerwa.kilan di Parlemen Stati$dk 
keterwakilan di Parlemen Laki-la.ki dan 
Perempuan: 
2. Proporsi da.ri ma.najer, staf admi.n.istraai, 
pekerja profesional dan teknisi, laJ<l:.taki dan 
perempuan 
3. Upah Buruh Non Pertania.n, laki-laki dan 
Percmpuan 
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